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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Peranan Pengawasan Disnakertrans Jawa Timur Terhadap
Pemberian Upah Lembur Bagi Tenaga Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dan memahami dari Peranan pengawasan Disnakertrans Jawa Timur
terhadap pemberian hak upah lembur bagi tenaga kerja dan Akibat Hukum yang
terjadi jika perusahaan tidak memberikan hak upah lembur pada pekerja.

Metode penelitian pada skirpsi ini yang digunakan merupakan Tipologi penelitian
dengan pendekatan penelitian Normatif yang berfokus pada pendekatan Peraturan
Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan
adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-undang.

Kesimpulan yang di dapat pada permasalahan pertama adalah Pengawasan terhadap
pemberian hak upah lembur merupakan salah satu tanggung jawab penting Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur dalam memastikan
terpenuhinya hak-hak tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Upah lembur merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan untuk memberikan kompensasi yang adil bagi pekerja yang
melebihi jam kerja normal. Disnakertrans memiliki tugas penting dalam
memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pemberian
upah lembur.

Kesimpulan permasalahn yang di dapat pada permasalahan kedua adalah akibat
hukum yang terjadi jika perusahaan tidak memberikan hak upah lembur pada tenaga
kerja. Akibatnya perusahaan mendapatkan peringatan dari Disnakertrans berupa
nota peringatan yang diharuskan memberikan kewajiban bagi tenaga kerja berupa
hak upah lembur. Jika perusahaan tersebut masih tetap tidak memberikan hak upah
lembur kepada pekerja maka menurut Uundang-undang ketenagakerjaan dapat
dikenai sanksi denda dan sanksi administratif.

Kata Kunci : Pengawasan, Disnakertrans Jawa Timur, hak upah lembur,
ketenagakerjaan, kepatuhan perusahaan.



ABSTRACT

This thesis is entitled The Role of Supervision of the East Java Manpower and
Transmigration Department in Providing Overtime Pay for Workers. This research
aims to analyze and understand the supervisory role of the East Java Manpower
and Transmigration Department regarding the granting of overtime pay rights to
workers and the legal consequences that occur if companies do not provide workers
with overtime pay rights.

The research method used in this essay is a research typology with a normative
research approach that focuses on the Legislative Regulations approach and the
Conceptual Approach. The legal materials used are Law Number 13 of 2023
concerning Employment and Law Number 6 of 2023 concerning the Determination
of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job
Creation into Law.

The conclusion that can be drawn on the first problem is that monitoring the
granting of overtime pay rights is one of the important responsibilities of the East
Java Manpower and Transmigration Service (Disnakertrans) in ensuring the
fulfillment of labor rights in accordance with applicable laws and regulations.
Overtime pay is a right regulated in the Labor Law to provide fair compensation
for workers who exceed normal working hours. The Manpower and Transmigration
Department has an important task in ensuring that companies comply with
applicable regulations regarding the provision of overtime pay.

The conclusion of the problem that can be obtained in the second problem is the
legal consequences that occur if the company does not provide workers with
overtime pay rights. As a result, the company received a warning from the
Manpower and Transmigration Department in the form of a warning note which
was required to provide obligations for workers in the form of overtime pay rights.
If the company still does not provide workers with overtime pay rights, according
to labor law they can be subject to fines and administrative sanctions.

Keywords : Supervision, East Java Manpower and Transmigration Olffice, overtime
pay rights, employment, company compliance.



